BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama
melaksanakan penelitian tentang efektivitas pengawasan terhadap pembakaran
hutan di Taman Nasiona Bogani Nani Wartabone di tinjau dari pasal 50 Undang-
undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maka penulis dapat menarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan terhadap pembakaran hutan di Taman Nasional Bogani
Nani Wartabone di tinjau dari Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 Tentang Kehutanan dilakukan dengan beberapa pendekatan
Dari pihak balai taman nasional dan polisi kehutanan melakukan pengawasan
dengan beberapa cara termasuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya
hutan bagi seluruh mahluk hidup, kampanye anti pembakaran hutan dan patroli
yang dilakuan oleh pihak balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

2. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasaan pembakaran hutan
di Taman Nasional Bogani Nani wartabone di tinjau dari Pasal 50 Undang-
undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan salah satunya kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap manfaat hutan, sarana dan prasarana yang
kurang dan keinginan untuk melakukan pembakaran hutan lebih didorong oleh
kondisi ekonomi tidak tersedianya lahan petanian serta tidak tersedinanya

lapangan pekerjaan sehingga memaksa masyrakat untuk membakar hutan
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untuk dijadikan lahan petanian Selain itu faktor hambatan lainnya adalah
sulitnya aparat penegak hukum menemukan pelaku dan saksi dalam melakukan
tindak pidana pembakaran hutan.

5.2 Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai
berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas memberikan sanksi pidana
terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembakaran hutan, dan tidak
menjadikan alasan untuk “sulitnya menemukan barang bukti” Sebab hutan
sangat memberi manfaat yang besar tidak hanya kepada kita sebagai manusia,
melainkan manfaat tersebut dirasakan oleh mahluk hidup ciptaan Tuhan
lainnya.

2. Memberikan penegasan terhadap batas Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone Kabupaten Bone Bolango, agar masyarakat tidak menjadikan
alasan untuk melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian,
peningkatan sarana dan prasarana pendukung vyaitu dengan penambahan
kendaraan oprasional yang dapat mencapai lokasi kebakaran hutan, alat
pemadam yang memadai, dan alat-alat yang di perlukan dalam menangani
kebakaan hutan.

3. Pemerintah daerah harus mecarikan solusi atau upaya untuk membuka lahan
pertanian untuk masyarakat agar masyarakat tidak menjadikan alasan bahwa
tidak tersedianya lahan pertanian dan membuka lapangan kerja agar tidak

terjadinya pembukaan lahan di kawasan taman nasional bogani nani wartabone.
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